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 Otonomi Daerah bertujuan agar setiap daerah dapat mandiri dalam melakukan 
pembangunan daerahnya dalam bentuk biaya modal guna menambah aset tetap daerah. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota 
di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan 
Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2013. Populasi Dalam penelitian 
ini 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2013. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kausal. Untuk menganalisis data menggunakan 
metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara 
negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus tidak 
berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah berpengaruh 
terhadap Belanja Modal. 
 
Kata kunci :  Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Luas 




 Regional Autonomy intended that each region can be independent in conducting regional 
development in the form of capital costs in order to increase the area of fixed assets. The 
Purpose of this study is to determine whether there is the influence of the General Allocation 
Fund, Special Allocation Fund, Original Income Area and the Total Area against Capital 
Expenditure of the District/City in South Sumatra. This study used secondary data obtained 
from the Supreme Audit Agency of South Sumatra Province in 2012-2013. Population in this 
study consisted of 15 Districts/Cities in South Sumatra Province in 2012-2013. The research 
approach used a causal approach. The way to analyze the data by using multiple linier 
regression analysis. Based on the results of this study concluded that partially the original 
income area and the total area has a positive and significant effect on Capital Expenditure. 
While the General Allocation Fund does not affect negatively and not significantly to the 
Capital Expenditure and the Special Allocation Fund does not affect positively and not 
significantly to the Capital Expenditure. Simultaneously, the General Allocation Fund, Special 











Otonomi daerah adalah program pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan dan 
meminimalkan kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, di dalam 
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan otonomi daerah 
merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan. 
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat 
pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan 
berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan 
kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap 
lainya. Daerah yang dikatakan mandiri adalah adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan 
semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari  Pendapatan Asli Daerah tanpa harus 
meminjam dan tergantung dari bantuan pemerintah pusat. 
Pada dasarnya setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mendanai 
kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal 
antar daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan 
mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana ALokasi 
Khusus (DAK) dan dana Bagi Hasil untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah. 
Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang terus dipacu peningkatannya 
agar dapat dimanfatkan secara optimal mungkin untuk kepentingan pemerintah daearh. 
Pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah 
untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui alokasi belanja modal. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang 
mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Daerah 
yang memiliki wilayah yang luas pasti membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana dan 
infrastruktur yang lebih banyak dari pada daerah dengan luas wilayah yang kecil dalam hal 
layanan publik. 
Penelitian yang dilakukan oleh Erlis Kusnandar dan Siswantoro (2012), Dana Alokasi 
Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal 
(2008) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang 
dilakukan oleh Wandira (2013), Tuasikal (2008), Kusnandar dan Siswantoro (2012), Dana 
Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Wandira 
(2013) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Belanja Modal. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Erlis, Kusnandar dan Siswantoro (2012), Tausikal (2008) 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh 
Erlis mengatakan bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian 
yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) Luas Wilayah berpengaruh terhadap 
Belanja Modal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah secara parsial Terhadap 
Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan? Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah secara simultan 





2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 
kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP 
No.55/2005). 
Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang 
kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau 
kota sebesar 90% dari total DAU. 
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat “Block Grant” yang artinya ketika 
dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah 
bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah 
untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 
 
2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas 
nasional (PP No. 55 Tahun 2005). Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana 
pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai 
komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan 
kebutuhan khusus tersebut. 
DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan 
prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur 
masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran 
prioritas nasional. 
 
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
PAD adalah sumber pendapatan yang terus dipacu peningkatannya agar dapat 
dimanfaatkan secara optimal mungkin untuk kepentingan Pemerintah Daerah. UU RI No. 33 
Tahun 2004 Pasal 3 tentang Perimbangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 
perwujudan desentralisasi. 
PAD dipungut/diperoleh berdasarkan UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PAD bersumber dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
PAD yang sah. 
 
2.4 Luas Wilayah 
Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau 
aspek fungsional (Ardhini, 2011). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah 
merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per 
satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka 
semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar 
tersedia pelayanan publik yang baik.  
 
2.5 Belanja Modal 
Sejalan dengan di selenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat 
mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi 
daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah 





satunya adalah belanja modalMenurut Halim (2007, h.101) belanja modal merupakan 
pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat 
lebih dari periode akuntansi. 
Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 02/ 2011 tentang klasifikasi anggaran. 
Belanja modal dipergunakan untuk  belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, 
belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal (jalan,irigasi dan jaringan), belanja modal 
lainnya, dan belanja modal badan layanan umum (BLU). 
 
 
2.5.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal 
1. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar 
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). 
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai 
dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005). DAK dimaksudkan untuk membantu 
daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti 
pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong 
percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. 
3. UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya 
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. PAD terdiri dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini yang menjadi pendorong utama agar 
pemerintah lebih optimal dalam menggali sumber kekayaan yang ada di daerah tersebut 
dengan sebaik-baiknya untuk tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk 
melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi 
kewajiban pemerintah. 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah  merupakan variabel yang 
mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan 
wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka 
semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah 
agar tersedia pelayanan publik yang baik. 
5. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dana Bagi hasil 
merupakan penerimaan daerah daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan 
adanya Dana Bagi hasil pemerintah daerah diuntungkan karena dapat mengelola 
kekayaan daerah dan memberikan penerimaan daerah dan juga pembangunan 
insfrastruktur. 
6. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan 
penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, 
penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 
terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dana Sisa lebih perhitungan anggaran 




















             Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 
2.7 Hipotesis 
Berikut ini hipotesis dalam penelitian ini: 
H1:    Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal 
DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan 
antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Penelitian yang dilakukan Arbie Gugus Wandira (2013) menemukan bahwa 
kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi malah sebaliknya yaitu 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU)  menjadi semakin 
tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya 
belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan (DAU). 
H2 :   Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal 
DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah 
daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. 
Penelitian yang dilakukan Askam Tausikal (2008) Dana Alokai Khusus berpengaruh positif 
secara parsial terhadap Belanja Modal. Hal yang sama juga dikatakan oleh lilies Setyowati dan 
Yohana Kus Suparwati bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap 
belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana 
transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan belanja modal pemerintah daerah. 
H3 :   Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal 
Pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah 
daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui alokasi belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, 
maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan 
kebijakan otonomi.  





Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang 
mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya 
adalah semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga 
sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik 
yang baik.  
H5 :   Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah   
Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus adalah dana yang diberikan Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah daerah melalui dana perimbangan,hal ini diakibatkan karena tidak semua 
Kabupaten/Kota di Indonesia mempunyai Pendapatan Asli daerah yang sama untuk membiayai 
sarana dan prasarana dengan melakakukan belanja modal untuk memberikan pelayanan kepada 




3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kausal. Tujuan peneliti ingin 
mengetahui pengaruh Dana Alokai umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Luas Wilayah (LW) terhadap Belanja Modal. 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Subjek dalam penelitian 
ini adalah Data laporan realisasi anggaran 15 Kabupaten/Kota di Badan Pemeriksa Keuangan 
Repubik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
 Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari 15 Kabupaten/Kota di 
Sumatera Selatan yang datanya diambil dari Badan Pusat Statistik. 
3.4 Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) data yang diperlukan adalah 
data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Luas Wilayah dan Belanja Modal tahun 2012-2013 Pada Kabupaten/Kota di Sumatera 
Selatan. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan 
pencatatan yang ada. Dokumen yang dimaksud disini adalah data yang ada di Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) tentang Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, 
Luas Wilayah dan Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 
3.6 Definisi Operasional 
1. PP No.55 Tahun 2005 Pasal 40 Dana Alokasi umum dapat dihitung dengan formula yang 
terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. 
2. PP No.55 Tahun 2005 Pasal 54 Perhitungan Dana Alokasi Khusus setiap daerah harus 
memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. 
3. UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 





4. UU Nomor 33 Tahun 2004. Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan 
kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasrana per suatu wilayah. 
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. 
Belanja Modal dapat dihitung dari berapa pengeluaran daerah untuk  belanja tanah, 
belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja (jalan, irigasi dan 





4.1 Analisis Statistik Deskripsi 
 











  Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
Belanja Modal memperoleh nilai minimum 11.21, maksimum 12.07, mean 11.5439, 
standar deviasi 0.23315. Dana Alokasi Umum memperoleh nilai minimun 11.43, maksimun 
12.05, mean 11.6928, standar deviasi 0.16282. Dana Alokasi Khusus memperoleh nilai 
minimum 10.18, maksimum 11.17, mean 10.6867, standar deviasi 0.22836. Pendapatan Asli 
Daerah memperoleh nilai minimum 10.28, maksimum 11.75, mean 10.7542, standar deviasi 
0.35172. Luas Wilayah memperoleh nilai minimum 374, maksimum 17059, mean 5799.18, 
standar deviasi 5530.443. 
 
4.2 Uji Normalitas  
Dalam uji normalitas ini ada dua metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau 
tidak yaitu Metode P-Plot, dan Metode Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. 
 












                                              Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
Gambar 2 Metode P-Plot 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BM 30 11.21 12.07 11.5439 .23315 
DAU 30 11.43 12.05 11.6928 .16282 
DAK 30 10.18 11.17 10.6867 .22836 
PAD 30 10.28 11.75 10.7542 .35172 





Dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Ini dapat 
disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak karena data yang digunakan 
berdistribusi normal dan menyebar di sekitar garis serta mengikuti garis diagonal. 
 
2. Metode Kolmogrov 
 

















  Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
Pada tabel diatas dapat dilihat nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.800 yang lebih besar 
dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa nila residual yang digunakan dalam penelitian adalah 
normal. 
 















 Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
Gambar 3 Uji Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 
heterokedastisitas karena titik menyebar secara tidak teratur atau tidak membentuk suatu pola 
tertentu serta titik menyebar di atas dan di bawah angka nol. 
 


















Kolmogorov-Smirnov Z .645 
Asymp. Sig. (2-tailed) .800 






4.4 Uji Multikolinieritas 
 












  Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
Dari tabel diatas diperoleh bahwa nilai Tolerance dari masing-masing variabel, yaitu 
Dana Alokasi Umum sebesar 0.308, Dana Alokasi Khusus sebesar 0.408, Pendapatan Asli 
Daerah sebesar 0.446, dan Luas Wilayah  sebesar 0.605 yang lebih besar dari 0.10. Nilai VIF 
dari masing-masing variabel, yaitu Dana Alokasi Umum sebesar 3.246, Dana Alokasi Khusus 
sebesar 2.449, Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.240, dan Luas Wilayah  sebesar 1.653 yang 
kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas. 
 
4.5 Uji Autokorelasi 
  





 Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
 Nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 1.919. Nilai yang diperoleh dari tabel DW dengan 
signifikansi 0.05 dan jumlah variabel bebas (k) adalah 4 serta jumlah observasi (n) adalah 30. 
Diperoleh bahwa nilai DL sebesar 1.1426 dan nilai DU sebesar 1.7386 dari tabel Durbin Watson 
(DW). Ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena DU < DW < 4-DU, yaitu 
1.7386 < 1.919 < 2.2614. Jadi dapat diartikan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi 
autokorelasi. 
4.6 Uji Koefisien Determinasi 







                                 Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 




1 (Constant)   
DAU .308 3.246 
DAK .408 2.449 
PAD .446 2.240 
LUAS_WILAYAH .605 1.653 
DW N k DU DL 4-DU 




















Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square (R
2
) sebesar 0.657 (65.7%) yang berarti 
pengaruh DAU (X1), DAK (X2), PAD (X3) dan Luas Wilayah (X4) mampu menjelaskan variasi 
dari variabel Belanja Modal (Y). Sisanya sebesar 0.34.3 (34.3%) dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa lebih 
Perhitungan Anggaran (SiLPA). 
 
4.7 Uji Parsial 











                         Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
Untuk mengetahui t tabel dapat dilihat dari n-k-1. dalam penelitian ini jumlah n sebanyak 
30, k sebanyak 4. Dapat diketahui bahwa 30-4-1 = 25 berarti t tabel dalam penelitian ini adalah 
1.708. Nilai t tabel 1.708 diperoleh dari satu arah, yaitu 0.05. Dana Alokasi Umum memiliki t 
hitung  -1.011 < dari t tabel sebesar 1.708  dan nilai signifikan 0.322 > 0.05 yang menyatakan 
bahwa Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak 
berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus 
memiliki t hitung sebesar 0.767 < dari t tabel sebesar 1.708 dan nilai signifikan 0.450 > 0.05 
yang menyatakan bahwa Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana 
Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. 
Pendapatan Asli Daerah 3.604 > dari t tabel 1.708 dan nilai signifikan  0.001 < 0.05 yang 
menyatakan bahwa Ha3 diterima dan Ho3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.  Luas Wilayah 
memiliki t hitung  3.312 > dari t tabel sebesar 1.708 dan nilai signifikan 0.003 < 0.05 yang 
menyatakan bahwa Ha4 diterima dan Ho4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Luas Wilayah 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 
 
4.8 Uji Simultan 









                             Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
F tabel sebesar 2.759 yang didapat dari n-k-1. Jumlah n sebanyak 30, k sebanyak 4 
dimana 30-4-1=25 dapat diperoleh F tabel sebesar 2.759. Dari tabel diatas menunjukan bahwa F 
Hitung sebesar 11.961 dan F Tabel dalam penelitian ini sebesar 2.759. Berdasarkan kriteria 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.956 2.294  3.904 .001 
DAU -.306 .302 -.213 -1.011 .322 
DAK .144 .187 .141 .767 .450 
PAD .419 .116 .632 3.604 .001 
LUAS_WILAYAH 2.103E-5 .000 .499 3.312 .003 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.035 4 .259 11.961 .000
b
 
Residual .541 25 .022   
Total 1.576 29    
a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL 





bahwa Ha5 dierima dan Ho5 ditolak. Ini dapat dibuktikan dengan 11.961 ( F Hitung) > 2.759 (F 
Tabel). Dalam penelitian menunjukan bahwa Ha5 diterima yang berarti Dana Alokasi Umum, 
Dana lokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah berpengaruh secara signifikan 
terhadap Belanja Modal. 
 
4.9 Metode Analisis Regresi Linier Berganda 
 














 Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
 
Dari tabel diatas persamaan regresi dalam penelitian ini adalah 
Y = 8.956 – 0.306 DAU + 0.144 DAK + 0.419 + 2.103E-5 LW + e 
Pada persamaan  regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 8.956. Hal ini 
menyatakan apabila konstanta sebesar 8.956 menyatakan bahwa jika tidak ada Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah, maka Belanja 
Modal menjadi sebesar 8.956. Koefisien regresi sebesar -0.306 menggambarkan bahwa setiap 
kenaikan satu satuan, maka Dana Alokasi Umum akan menurunkan Belanja Modal sebesar 
menjadi -0.306. Koefisien regresi sebesar 0.144 menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu 
satuan, maka Dana Alokasi Khusus menaikan Belanja Modal menjadi sebsar 0.144.  
Koefisien regresi 0.419 menggambarkan bahwa setiap penambahan satu satuan, maka 
Pendapatan Asli Daerah meningkatkan Belanja Modal sebesar menjadi 0.419. Koefisien regresi 
sebesar 2.103E-5 menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan, maka Luas Wilayah 
menaikkan Belanja Modal sebesar menjadi 2.10E-5. 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Secara Parsial hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dimana t hitung sebesar -1.011 < dari 
t tabel sebesar 1.708 dan nilai signifikan 0.332 > 0.05. Dana Alokasi Khusus tidak 
berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dimana t hitung 
untuk Dana Alokasi Khusus sebesar 0.767 < dari t tabel sebesar 1.708 dan nilai signifikan 
0.445 > 0.05. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
Belanja Modal. dimana nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.604 > dari t tabel 
1.708 dan nilai signifikan  0.001 < 0.05. Luas Wilayah berpengaruh secara positif  dan 
signifikan terhadap Belanja Modal, dimana nilai t hitung  3.312 > dari t tabel sebesar 1.708 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.956 2.294  3.904 .001 
DAU -.306 .302 -.213 -1.011 .322 
DAK .144 .187 .141 .767 .450 
PAD .419 .116 .632 3.604 .001 
LUAS_WILAYAH 2.103E-5 .000 .499 3.312 .003 





2. Secara simultan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
Belanja Modal, dimana nilai F-hitung sebesar 11.961 > F-tabel sebesar 2.759 dan nilai 
signifikan 0.000 < 0,05. 
 
5.2 Saran 
1. Secara Parsial 
a. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh Dana Alokasi Umum tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan 
proporsi Dana Alokasi Umum yang di alokasikan ke Belanja Modal. Tetapi yang terjadi 
Dana Alokasi Umum lebih besar digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti 
belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan 
keuangan 
b. Melihat Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal maka 
sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan Dana Alokasi Khusus dan yang di proporsikan 
ke belanja modal. Dana Alokasi Khusus salah satunya digunakan untuk membiayai 
sarana dan prasaranan oleh pemerintah daerah hal ini menjadi penting untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat maka seharusnya jumlahnya lebih besar dari 
yang ada saat ini. 
c. Melihat Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 
Modal maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan 
cara lebih mengoptimalkan dalam memanfaatkan kekayaan dan potensi sumber daya 
alam yang ada di daerah yang nantinya akan kembali pada Peningkatan jumlah 
Pendapatan Asli Daerah Setiap tahunnya. 
d. Melihat Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin luas wilayah suatu daerah maka akan membutuhkan 
sarana dan prasarana penunjang untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Maka 
dari itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersinergi agar tidak terjadi 
ketimpangan social antara daerahyang mempunyai luas wilayah yang besar dengan 
daerah yang mempunyai luas wilayah yang kecil. 
e. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, 
dengan menambah variabel independen lain yang digunakan untuk menambah 
penerimaan daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran 
tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). 
2. Secara Simultan 
Melihat adanya fenomena Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan 
Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Pemerintah diharapkan 
dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara mengoptimalkan kinerja keuangan 
yang ada, ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat 
untuk memajukan perekonomian setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 
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